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LAMPIRAN 1 :  Daftar Pertanyaan 

A. Rumah Sakit X  

1. Direktur Rumah Sakit 

a. Apakah ada peraturan/kebijakan/standar/SOP secara tertulis pengaturan 

pembuatan SKL di Rumah Sakit X ? 

b. Bagaimana tahapan pembuatan SKL di Rumah Sakit X ? 

c. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan SKL di Rumah Sakit X 

? 

d. Bagaimana cara Rumah Sakit X memperoleh data yang dibutuhkan untuk 

pembuatan sebuah SKL? Apa saja kendala yang dihadapi ? 

e. Bagaimana proses verifikasi data di dalam SKL? Apa saja kendala yang 

dihadapi ? 

f. Bagaimana Rumah Sakit mengantisipasi kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam bentuk kelalaian maupun kesengajaan dalam pembuatan 

SKL yang berakibat adanya ketidakbenaran data dalam SKL? 

g. Bagaimana tanggapan pimpinan rumah sakit mengenai kasus adopsi 

ilegal ataupun penjualan bayi yang langsung mengubah identitas sang ibu 

dan sang ayah saat pembuatan SKL yang terjadi di Rumah Sakit X ? 

h. Bagaimana tindakan pimpinan rumah sakit terhadap semua pihak yang 

mengakibatkan ketidakbenaran data yang tercantum di dalam SKL? 

i. Apa pendapat anda bila di dalam surat keterangan lahir juga dicantumkan 

tanda tangan dari ayah/ keluarga dekat dari anak yang dilahirkan ? 

j. Apakah pimpinan rumah sakit mengetahui bahwa pembuatan SKL dapat 

mengakibatkan pertanggung jawaban baik secara administratif maupun 

pidana? 

k. Apakah pernah terjadi kasus pembuatan SKL yang tidak benar? 

Bagaimana upaya pembenahan yang dilakukan rumah sakit untuk 

mencegah atau mengendalikan kemungkinan terjadinya pembuatan SKL 

yang tidak benar dan mengakibatkan pelanggaran hak identitas bayi? 
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2. Dokter Spesialis Kandungan 

a. Apakah dokter mengetahui di Rumah Sakit X memiliki 

peraturan/kebijakan/standar/SOP secara tertulis pengaturan pembuatan 

SKL? 

b. Apakah dokter mengetahui bahwa pembuatan SKL merupakan bentuk 

perwujudan hak atas identitas bayi yang dilahirkan? 

c. Apakah sebelum menandatangani SKL, dokter melakukan verifikasi data 

terlebih dahulu atas kebenaran data yang termuat dalam SKL? Jika tidak 

pernah melakukan verifikasi sebutkan alasannya dan jika selalu 

melakukan verifikasi sebutkan juga alasannya. 

d. Apakah dokter pernah menghadapi perkara yang terkait SKL atau 

perkara identitas anak akibat ketidakbenaran SKL yang ditandatangani 

dokter? 

e. Jika pernah, apa tanggapan dokter dalam penanganan perkara tersebut 

dan upaya apa yang telah dilakukan dokter? 

f. Bagaimana tanggapan dokter mengenai kasus adopsi ilegal ataupun 

penjualan bayi yang langsung mengubah identitas sang ibu dan sang ayah 

saat pembuatan SKL ? 

g. Apa pendapat dokter bila di dalam surat keterangan lahir juga 

dicantumkan tanda tangan dari ayah/ keluarga dekat dari anak yang 

dilahirkan ? 

h. Apakah dokter mengtahui bahwa pembuatan SKL dapat mengakibatkan 

pertanggung jawaban baik secara administratif maupun pidana? 

i. Apakah  dokter pernah menghadapi kasus pembuatan SKL yang tidak 

benar? Bagaimana upaya pembenahan yang dilakukan dokter untuk 

mencegah atau mengendalikan kemungkinan terjadinya pembuatan SKL 

yang tidak benar dan mengakibatkan pelanggaran hak identitas bayi? 

j. Menurut dokter bagaimana upaya pembenahan yang dilakukan rumah 

sakit untuk mencegah atau mengendalikan kemungkinan terjadinya 

pembuatan SKL yang tidak benar dan mengakibatkan pelanggaran hak 

identitas bayi? 
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3. Kepala Ruang Persalinan 

a. Apakah bapak/ibu mengetahui di Rumah Sakit X memiliki 

peraturan/kebijakan/standar/SOP secara tertulis pengaturan pembuatan 

SKL? 

b. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pembuatan SKL merupakan bentuk 

perwujudan hak atas identitas bayi yang dilahirkan? 

c. Apakah sebelum menandatangani SKL, bapak/ibu melakukan verifikasi 

data terlebih dahulu atas kebenaran data yang termuat dalam SKL? Jika 

tidak pernah melakukan verifikasi sebutkan alasannya dan jika selalu 

melakukan verifikasi sebutkan juga alasannya. 

d. Apakah pernah menghadapi perkara yang terkait SKL atau perkara 

identitas anak akibat ketidakbenaran SKL yang ditandatangani dokter? 

e. Jika pernah, apa tanggapan bapak/ibu dalam penanganan perkara tersebut 

dan upaya apa yang telah dilakukan bapak/ibu? 

f. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai kasus adopsi ilegal ataupun 

penjualan bayi yang langsung mengubah identitas sang ibu dan sang ayah 

saat pembuatan SKL ? 

g. Apa pendapat bapak/ibu bila di dalam surat keterangan lahir juga 

dicantumkan tanda tangan dari ayah/ keluarga dekat dari anak yang 

dilahirkan ? 

h. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pembuatan SKL dapat 

mengakibatkan pertanggung jawaban baik secara administratif maupun 

pidana? 

i. Apakah bapak/ibu pernah menghadapi kasus pembuatan SKL yang tidak 

benar? Bagaimana upaya pembenahan yang dilakukan rumah sakit untuk 

mencegah atau mengendalikan kemungkinan terjadinya pembuatan SKL 

yang tidak benar dan mengakibatkan pelanggaran hak identitas bayi? 
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B. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

1. Apakah dasar hukum penerbitan Akta Kelahiran yang menjadi dasar 

pelaksanaan tugas Dinas? 

2. Apakah ada kebijakan/standar/SOP dalam penerbitan Akta Kelahiran bayi 

yang diterbitkan Dinas? 

3. Apa fungsi Surat Keterangan Lahir (SKL) yang diterbitkan rumah sakit 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil? 

4. Apakah sebelum menerima SKL sebagai syarat permohonan penerbitan 

Akta Kelahiran, bapak/ibu melakukan verifikasi data terlebih dahulu atas 

kebenaran data yang termuat dalam SKL? Jika tidak pernah melakukan 

verifikasi sebutkan alasannya dan jika selalu melakukan verifikasi sebutkan 

juga alasannya. 

5. Bagaimana jika ternyata data di dalam SKL tidak benar dan Akta Kelahiran 

terlanjur diterbitkan, apa langkah pengendalian yang dilakukan Dinas? 

6. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pembuatan SKL dapat mengakibatkan 

pertanggung jawaban baik secara administratif maupun pidana? 

7. Bagaimana jika ternyata data di dalam SKL tidak benar dan Akta Kelahiran 

terlanjur diterbitkan dan terjadi perkara hukum apa langkah pengendalian 

yang dilakukan Dinas? 

8. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai kasus adopsi ilegal ataupun 

penjualan bayi yang langsung mengubah identitas sang ibu dan sang ayah 

sehingga penerbitan Akta Kelahiran menjadi cacat yuridis? 

9. Bagaimana upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan 

perlindungan terhadap hak identitas anak ? 

 

C. Akademisi (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya) 

1. Bagaimana hukum mengatur perlindungan hak identitas anak? 

2. Menurut Bapak/Ibu apa hakekat fungsi Akta Kelahiran? Apakah penting 

dokumen Akte Kelahiran dalam perspektif hukum? 
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3. Menurut Bapak/Ibu, apakah SKL yang diterbitkan rumah sakit sangat 

penting dalam perspektif hukum sebagai langkah awal penerbitan dokumen 

identitas bayi? 

4. Apa pendapat bapak/Ibu bila di dalam SKL juga dicantumkan tanda tangan 

dari ayah/ keluarga dekat dari anak yang dilahirkan ? 

5. Bagaimana pertanggungjawaban pidana jika terjadi pelanggaran atas hak 

identitas anak akibat adanya ketidakbenaran atas dokumen yang diterbitkan, 

yaitu SKL yang diterbitkan rumah sakit dan Akte Kelahiran Anak yang 

diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?  

6. Siapa saja yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum jika terjadi 

perkara atas terbitnya dokumen Akte Kelahiran Anak dan SKL yang tidak 

benar sehingga mengakibatkan pelanggaran hak identitas anak? 

7. Jenis-jenis pertanggungjawaban apa saja yang dapat dikenakan dalam 

perkara pidana atas ketidakbenaran data kelahiran anak sehingga diterbitkan 

SKL dan Akte Kelahiran yang isinya juga tidak benar? 

8. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap kasus adopsi ilegal yang 

dikaitkan dengan ketidakbenaran data di dalam SKL dan Akte Kelahiran? 

Siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam kasus tersebut? 

Pertanggungjawaban apa saja yang dapat dikenakan kepada semua pihak?  

Pemerintah daerah, rumah sakit, dokter dan tenaga administrasi yang 

berkaitan dalam penerbitan SKL dan Akta Kelahiran? 

9. Bila pihak yang terlibat adalah staf Rumah Sakit (baik berupa kelalaian 

maupun kesengajaan), apakah Vicarius Liability Rumah Sakit dapat 

diterapkan? 

10. Bagaimana usulan bapak/Ibu untuk mencegah terjadinya kekeliruan 

terutama ketidakbenaran data dalam penerbitan SKL sehingga 

mengakibatkan data dalam Akta Kelahiran juga menjadi tidak benar? 

Apakah ada usulan untuk rumah sakit, dokter dan Pemerintah Daerah Kota 

Palembang terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil? 
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